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ABSTRAK

Indah Agustina /222018208/ 2018/ Analisis Analisis Belanja Operasi dan Belanja Modal
dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera
Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis alokasi belanja operasional
dan belanja modal dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Alokasi Belanja
Operasional dan Belanja Modal dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang
digunakan adalah data sekunder tahun 2016-2020 di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa alokasi belanja operasional ke belanja bantuan sosial berdampak pada
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan belanja modal pada belanja aset tetap lainnya yang
berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Dalam Meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia

XV



ABSTRACT

Indah Agustina /222018208/2018/ Analysis of Operational Expenditure Analysis and Capital
Expenditure in Improving the Human Development Index at BPKAD South Sumatra
Province.

The formulation of the problem in this research is How to Analyze Operational Expenditure
Allocation and Capital Expenditure in Improving Human Development Index at BPKAD South
Sumatra Province. The purpose of this study was to determine the Analysis of Operational
Expenditure Allocation and Capital Expenditure in Increasing the Human Development Index at
BPKAD South Sumatra Province. The type of research used is descriptive research. The data used
is secondary data from 2016-2020 in the province of South Sumatra. The results of this study
indicate that the allocation of operating expenditures has an impact on increasing the Human
Development Index and capital expenditures has an impact on the Human Development Index.

Keywords: Allocation of Operational Expenditure and Capital Expenditure in Improving
Human Development Index

Nama NIM Keterangan
Indah Agustina 222018208
xvi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin
pesat seiring dengan era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah
dan desentralisasi keuangan publik yang di pusatkan pada pemerintah
daerah.Dalam era globalisasi sekarang ini menerapkan otonomi daerah
seutuhnya membawah konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan yang sehat. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi sendiri dan
tugas pembantu.Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Belanja dikelompokan berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja
operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga (PSAP 02 PP 71 Tahun 2010).
Berdasarkan pasal 55 Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019, klsifikasi Belanja
Daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi yang
merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah
Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja operasi adalah
pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi

manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja



barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial(Erlina,2015).
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. belanja modal merupakan
pencapaian atas apa Yyang direncanakan yang tertuang dalam Kinerja
keuangan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapiaan sesuai
dengan yang rencanakan, maka belanja modal yang dilakukan terlaksana
denganbaik (Bastian,2016).

Indeks Pembangunan Manusia dicptakan dan dipopulerkan oleh United
Nations Development Progranme (UNDP) sejak tahun 1990 dam seri laporan
tahunan  yang  diberi  judul “Human  Development  Report”
(UNDP,1990:1).Pembangunan  manusian  Indonesia  seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya merupakan hakikat dari
pembangunan nasional. Pernyataan tersebut menandakan bahwa manusia
merupakan sentral dari suatu prose pembangunan(Adiputra,2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) (2015) menjelaskan bahwa Indeks
Pembangunan Manusia(IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan
suatudaerah atau wilayah ke dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu
bidang sosio-ekonomiyang mengacu pada hasil pembangunan manusia,
diantaranya bidang kesehatan yang diukurdengan tingkat harapan hidup,

bidang pengetahuan/pendidikan diukur dengan tingkatkemampuan baca tulis



orang dewasa dan rata-rata lama sekolah, dan bidang kemampuandaya beli
(standar hidup layak) yang diukur dengan GDP per kapita.

Indeks Pembanguna Manusia diciptakan dan dipopulerkan oleh United
Nations Development Programramme (UNDP) sejak tahun 1990 secara
berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Indeks
Pembangunan Manusia (IMP) adalah pengukuran perbandingan dari harapan
hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia pada risiko fisikal APBD Berbasis
Indeks Pembangunan Manusia istilah risiko selalu dikaitkan dengan
kemungkinan kejadian yang dapat mengancam penapaian tujuan dan sasaran
organisasi.Terhubung juga dengan potensi kerugian yang tidak diinginkan
atau minimal menunjukkan adanya ketidakpastian. Risiko dapat terjadi pada
pelayanan, Kkinerja, dan reputasi dari institusi yang bersangkutan dengan
penyebab berbagai faktor, antara lain kejadian alam, operasional,manusia,
politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum, dan manajemen dari
organisasi.

Setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, sangat rentan
terhadap risiko. Suatu risiko yang terjadi dapat bersifat single, multiple
ataupun serial. Risiko rendah kenerja suatu instansi berasal dari rendahnya
mutu pelayanan publik, misalnya misi dan tujuan dari instansi tersebut

sekaligus munculnya ketidakpercayaan publik.



Berkenaan dengan sektor publik yang menuntut transparansi dan
peningkatan kinerja dengan dana yang terbatas, risiko yang dihadapi instansi
pemerintah akan semakin bertambah dan meningkat kedepannya. Sektor
publik ini menyakut seluru entitas pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Bagi pemda, bentuk risiko juga bermacam macam,termasuk risiko fisikal
terkait alokasi APBD. Apalagi melihat volatilitas kondisi makro ekonomi
daerah, inflasi daerah yang dijadikan dasar asumsi di dalam penyusunan
APBD, setiap pergesaran yang terjadi dapat meningkatkan tensi risiko APBD.

Faktor lainnya yang dapat dijadikan sumber risiko bagi pemda
adalahdengan upaya pemenuhan komitmen peningkatan status kualitas
manusia di daerah dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Formula IPM terdiri atas aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup
yang layak. Setiap persen kenaikan angka IPM yang dikehendaki oleh pemda
tentu saja membawa implikasi anggaran yang cukup singnifikan.

Kondisi ini tentu membutuhkan analisis mendalam bagaimana seorang
pemimpin di daerah wajib menganalisis tingkat kepekaan dari masing-masing
komponen pembentuk IPM. Dengan demikian keputusan mengalokasi
anggaran di masing- masing komponen manjadi krusial.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada Januari-Agustus 2021,
realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD mencapai
53,7 persen dari target. Adapun, realisasi belanja APBD hingga Agustus 2021
tercatat 44,2 persen dari target, atau terdapat selisih sekitar 9,5 persen dengan

pendapatan.Terlihat ada daerah yang jumlah realisasi pendapatan dan


https://www.bisnis.com/topic/765/apbd

belanjanya mendekati, ada daerah yang pendapatan transfernya cukup besar
tapi belanjanya masih jauh lebih rendah. Mayoritas [provinsi] jumlah
belanjanya lebih rendah

Kementerian Keuangan pun mencatat bahwa masih terdapat provinsi
dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya
operasional tiga bulan ke depan. Selisih tertinggi dicatatkan oleh Jawa Timur
(Rp9,9 triliun), Aceh (Rp4,3 triliun), dan Jawa Tengah (Rp4,2

triliun).Pemanfaatan kas di daerah perlu lebih optimal. https://m.bisnis.com

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 tahun 2007 tantang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam
penerapan pengelolaan keuanganbagi Bada Layanan Umum Daerah (BLUD).
Agar semua kegiatanyang menyangkut Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri maka Bada Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Bidang AkuntansiKeberhasilan suatu daerah tidak lepas
dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen

yang baik. Dapat dilihat dari Tabel 1.1.


https://m.bisnis.com/

Tabel 1.1

Laporan Anggran dan Realisasi Belanja Operasi pada pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2020

Tahun Anggaran Realisasi
2016 3.650.152.269.188,71 3.486.550.394.731,75
2017 4.631.666.652.296,00 4.410.377.592.244,00
2018 5.730.234.643.508,00 5.226.350.947.402,94
2019 5.248.661.128.363,95 4.812.470.138.975,13
2020 5.387.261.671.082,86 5.038.670.309.775,65

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 2021

Tabel 1.1 di atas bila dilihat pada Laporan Realisasi Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 dana bantuan
sosial yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi belanja
operasi pada tahun 2016 pada belanja bantuan sosial realisasinya sesuai atau
balance anggaran sebesar Rp 226.252.000,00 dan realisasinya sebesar
Rp226.252.000,00 pengeluaran sesuai dengan anggaran. Pada tahun pada tahun
2017 pada belanja bantuan realisasinya hanya sebesar Rp 200.000.000,00
padahal anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 600.000.000,00 pada
tahun 2017 untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat
belanja bantuan sosial dalam hal kesehatan hanya 33% dilihat dari indikator
Indeks Pembangunan Manusia pada belanja bantuan sosial pada tingkat

kesehatan.

Pada tahun 2018 justru tidak dianggarkan sama sekali padahal bantuan
belanja sosial dalam hal kesehatan untuk Indeks Pembangunan Manusia itu

sangat diperlukan karna tidak dianggarkan pemerintah sudah mengeluarkan



pada belanja belanja pegawai pada belanja barang dan jasa dan belanja hibah
ada juga dianggarkan dari belanja tak terduga. Pada tahun 2019 jugatidak
dianggarkan sama sekali padahal belanja bantuan sosial dalam hal kesehatan
untuk Indeks Pembangunan karna tidak dianggarkan pemrintah sudah
mengeluarkan pada belanja belanja pegawai pada belanja barang dan jasa dan

belanja hibah ada juga dianggarkan dari belanja tak terduga.

Pada tahun 2020 anggaran juga tidak ada anggaran sama sekali
padahalbelanja bantuan sosial dalam hal kesehatan untuk Indeks Pembangunan
Manusia itu sangat penting, karena pada tahun 2020 di Indonesiamengalami
pandemi Covid-19 bahkan bukan cuma Indonesia masih mengalami pandemi
Covid-19seharusnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran pada belanja
bantuan sosial dalam hal kesehatan untuk Indeks Pembngunan Manusia pada
tahun 2020 karna tidak dianggarkan pemrintah sudah mengeluarkan pada
belanja belanja pegawai pada belanja barang dan jasa dan belanja hibah ada
juga dianggarkan dari belanja tak terduga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada lampiran.

Jumlah realisasi belanja daerah tidak dapat menjelaskan seberapa
efektif dan efisien pengeluaran yang dihabiskan yang artinya realisasi belanja
daerah yang tinggi tidak selalu berarti bahwa pengeluaran tersebut efektif. Hal
inimenunjukkan bahwa tinggi rendahnya jumlah realisasi belanja operasi dan
belanja modal tidak menentukan capaian IPM. Karan untung mencapai tinggi
rendah IPM itu bukan dari belanja operasi dan belanja modal saja dapat

dialokasikan dari belanjan tak terduga, transfer dan transfer bantuan keuangan



Penentuan capaian IPM dapat dilihat melalui apakah belanja operasi dan
belanja modal sudah dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang sesuai
dengan komponen dalampenghitungan IPM sehingga bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Pahlevi,2017).

Belanja operasi dalam peningkatan IPM dapat dilihat pada bidang
pendidikan dan bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2013, minimal persentase yang dicapai untuk anggaran pendidikan dari
total belanja daerah sebesar 20 persen.Sedangkan, persentase anggaran
kesehatan minimal 10 persen dari APBD(UU Nomor 36 Tahun 2009). Belanja
operasi yang dialokasikan tepat sasaran untuk peningkatan AHH, RLS, HLS,
dan pendapatan perkapita tentu akan berpengaruh pada IPM. Hasil tersebut
sejalan dengan penelitian Sasana (2012)serta Dewi dan Supadmi (2016)bahwa
belanja operasi berpengaruh pada IPM. Namun, hasil yang berbeda ditemukan
oleh penelitian Deswantoro dkk. (2017)bahwa belanja pegawai dan belanja

hibah yang termasuk dalam belanja operasi tidak berpengaruh pada IPM.

Belanja modal dialokasikanoleh pemerintah daerah untuk pengadaan
aset daerah sebagai investasi (Hukom, 2015). Laporan realisasi anggaran
Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 1.2

berikut.



Tabel 1.2

Laporan Anggran dan Realisasi Belanja Modal pada pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2020

Tahun Anggaran Realisasi
2016 846.142.303.821,20 607.740.926.745,28
2017 1.806.367.818.574,00 1.377.382.678.423,69
2018 1.690.535.413.549,95 1.537.275.105.768,15
2019 1.820.168.210.865,27 1.606.219.507.432,26
2020 2.300.677.274.954,52 1.664.700.767.363,54

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 2021

Table 1.2 diatas bila dilihat pada Laporan Realisasi Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 dana belanja modal aset
tetap lainnya dalam hal pendidikan yang merupakan Indeks Pembangunan
Manusia. Pada tahun 2016 realisasinya sebesar Rp2.216.516.800,00 dan
anggran sebesar Rp 2.694.592.200,00untuk Indeks Pembangunan Manusia
yang dikeluarkan lewat belanja aset tetap lainnya dalam hal pendidikan itu
hanya 82%. Pada tahun 2017 pada belanja modal aset tetap lainnya realisasinya
sebesar Rp 54.827.304.957,00 dan anggaran sebesar Rp 54.844.627.907,00
realisasi yang dikeluarkan hampir habis dari apa yang di anggaran oleh
pemerintah untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat

belanja baset tetap lainnya dalam hal pendidikan sebesar 99%.

Pada tahun 2018 pada belanja modal aset tetap lainnya realisasinya
sebesar Rp 64.552.072.000,00 dan anggaran sebesar Rp 64.145.081.628,00
realisasi yang dikeluarkan hampir habis dari apa yang di anggaran oleh
pemerintah untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat

belanja aset tetap lainnya dalam hal pendidikan hampir mencapai 100%. Pada
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tahun 2019 pada belanja modal aset tetap lainnya realisasinya sebesar
Rp8.207.828.450,00padahal anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar
Rp34.538.330.000,00 sehingga pada tahun 2019 untuk Indeks Pembangunan
Manusia yang dikeluarkan lewat belanja aset tetap lainnya dalam hal
pendidikan sangat rendah hanya 23% saja karna pada belanja operasi anggaran
untuk asset tetap lainnya sudah dikeluarkan pada belanja tanah, belanja
peralatan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset lainnya,
belanja BOS dan belanja BLUD dan belanja tak terduga sehingga bagi
pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sebesar Rp34.538.330.000,00 dan
terealisasi hanya sebesar Rp8.207.828.450,00 dilihat dari indikator Indeks
Pembangunan Manusia pada aset tetap lainnya dalam hal pendidikan
pemerintah daerah mengacu pada belanja buku dan kepustakaan, barang

bercorak kesenian,kebudayaan dan aset tetap lainnya dalan tingkat pendidikan.

Pada tahun 2020 pada belanja modal aset tetap lainnya realisasinya
sebesar Rp53.768.783.085,00 padahal anggaran yang disiapkan pemerintah
sebesar Rp 90.534,093.767,00 sehingga pada tahun 2020 untuk Indeks
Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat belanja aset tetap lainnya
dalam hal pendidikan dibilang cukup rendah hanya 59% saja karna pada
belanja operasi anggaran untuk asset tetap lainnya sudah dikeluarkan pada
belanja tanah, belanja peralatan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan,
belanja asset lainnya, belanja BOS dan belanja BLUD dan belanja tak terduga
sehingga bagi pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sebesar

Rp293.649.013.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 215.967.588.496,51 dilihat
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dari indikator Indeks Pembangunan Manusia pada aset tetap lainnya
pemerintah daerah mengacu pada belanja buku dan keputakaan, barang
bercorak kesenian,kebudayaan dan aset tetap lainnya dalan tingkat pendidikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penukis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul”Analisis Alokasi Belanja Operasidan
Belanja Modal dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat
dikemukan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Analisis Alokasi Belanja
Operasi dan Belanja Modal dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui Analisis Alokasi Belanja Operesi dan Belanja Modal dalam
Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera
Selatan.
. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk

pihak-pihak sebagai berikut :
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1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik
(ASP), penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi untuk menambah
wawasan mengenai alokasi belanja modaldalam meningkatkan indeks

pembangunan manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
Pemerintah khususnya mengenai alokasi belanja modaldalam meningkatkan

indeks pembangunan manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan,
menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi

penulis dimassa yang akan datang.
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